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Undang-Undang Dasar 1'94:, (“UUD 194"""'

hukum (rer,lrrssmcn) aiau govemmem of laws -sebagai beukut

' Kekzrasczan vang dzlakukan oleh peme}mm!z hanva berdasmlcau
“dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan
__;_Aekumaan senjata, keknasaan sewenung-wenang utau kepércavaan
" bahwa kekuatan badcmlah vang boleh memutuskan segala

""”,r)wnkcuan dalam negam IR A z:

MLlihdt df:fmm telsebut ds atds dapa[ dmmpu]kan bdhwa dnmm
hukum dan_ I\ekadsdan salmo berhubunv.m satu sama  lain, HuI\um
memeilu}\dn kekuasadn ba(rl pelahsanaannyd sebdlil\nyd kekuasaan itu
sendm dxtenmi\an bdtas bdtasnya oleh hukum Suhil]ﬁﬁd dalam bentuk
Siogan ddpdt dlkatakan bahwa: “hukum mnpa Aekuaman adaz’ah angcm-
angan, l\e}'\uaman Ianpa hu.{um adalah Ae[ahman '

Ddiam suatu necara hui\um asas taat dan hormat p’ldd hukum (respect
for law) . ddpdt terwujud apabila peldksanaan penegakan hukum dilakukan
secara tegas, konsisten dan tidak diskriminatif terhadap setiap orang yang
melakukan pelanggaran hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan dan
hak yang sama di hadapan hukum (equality before the law), termasuk

juga pihak penguasa dan aparat penegak hukum, Hukum harus dilaksanakan

I 'Di'smnp'aikan pada Pra Seminar Hukum Nasional vang diselenggarakan oieh Badan Pembinaan
Hokum "MNastonal (BPHN) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Komisi Hukum
Nasional {KHN) pada tanggal 3{ Okiober — 1 Nopember 2002 bertempat di BPHN-Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. JI. Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

2. Frans H' Winaria adalah advokat di Jakarta dan anggota Komisi Hukam Nasional.

3. Sudargo Gaulamd Pengertian tentang Negara Hukum. {Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hal.
22,

4. Mcchlar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembungan Hukum delum Pembangunan Nasional.
(Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminolgel Fakulias Hukum Universites Padiaiaran, Bandung:

R menei&pkan bdhw{} '

Indcnesm adalai ‘negara’ bexdasarium huE\um (;echrssmar}, dan ‘bukan

~.negara ke 'uax’dan (machtsstaar) Lebih lanjut Moh! Yamin dalam bukunyd
:'yano berjudul ‘Pengertian tentang Negara® Hukum?” mendefinsikan negara-

Penerbit Binacipta), hal. 5
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dan dl}ﬂﬁjﬂﬁg tingi oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Dengan
kata lain supremasi hukum (supremacy of law) merupakan syarat mutlak
bagi suatu negara hukum. Esensi dari supremasi hukum adalah bahwa
kekuasaan itu dilakukan oleh hukum, c.q. undang-undang dan bukan oleh
manusia. Justice for all adalah esensi dari pencapain supremasi hukum
dalam praktek sehari-hari.

Namun demikian, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh
pemegang kekuasaan dengan mengatasnamakan kepentingan dan
kesejahteraan umum (public welfare) atau mengatasnamakan peraturan
hukum- seringkali terjadi dalam suatu pemerintahan dari negara yang
berdasarkan hukum (pemerintahan konstitusional), termasuk negara Indo- .
nesia. Kepentingan umum seringkali tidak diremuskan secara jelas dahm_'
peraturan perundang-undangan sehingga interprestasi yang sah d}lakui\an_'
secara sepihak (justification) untuk membenarkan tindakan pemegang
kekuasaan.” Hukum seringkali digunakan sebagai alat untuk mencapat
maksud dan tujuan penguasa yang sulit dipertanggungjawabkan secara
konstitusional.

Terjadinya keadaan tersebut di atas tidak terlepas dari ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 itu sendiri. UUD 1945 menentukan
pula bahwa Indonesia menganut paham pembagian kekuasaan (distribution
of powers) di mana pengaturan mengenai pembagian tugas antara cabang-
cabaﬁg kekuasaan seperti legislatif, eksekutif dan judikatif tidak diatur
secara . tegas sehingga menimbulkan kecenderungan lembaga yang satu’
lebih kuat dari yang lain.® Hal ini tentu jauh berbeda dengan negara-ne gara
maju yang menganut paham pemisahan kekuasaan atau separation ‘of
powers’. {Trias Politica wumi) di mana pengaturan mengenai pembagian
kekuasaan dan tugas di antara badan eksekutif, legisiatif dan yudikatif
digﬁjr secara tegas, demikian juga pengaturan mengenai sistem checks and-
balances di antara badan-badan tersebut. :

L

.- Benny K. Harman et al.. Kumpulan Tulisan rentang Koustitusionalisme, Peran DPR dun Judiciul
Review. {Yayasan Lembaga Bamwan Hukum ndonesia dan JAREM, 19901y hal. 31 '

6. Beany K. Harman, 7bid.

7. Dalam sistem Separation of Powers (Trias Politica} ditentukan bahwa kemandisian dari badan
peradilan adalah berakar dari pemisahan kekuasaan dalam suaty masyarakal yang demokratis di
mana masing-masing lembaga negara mempunyal fanggusg jawab dan fugas yang spesifik.
Peradilan sebagai suatu institusi dan hakim sebagai individu mempuayai exclusive power untuk
memutus setiap perkara yang mercka tangant, Peradiian secara keseluruhan dap setiap hakim hogus.
mebas dari campur tangan baik dari negara maupun kepentingan pribadi. Kemandinian dari peradilan
fharus dijamin oleh negara dap dikuatkan oleh hukum serta dihormag oleh semua institusi
pemerintah, Negara harus menjamin adanya safegeards, baik secara strukiural maupun fungsional
vang menjaga administrasi badan peradilan dari campur tangan politik dan kepentingan fainnya,

Liats Amnesty  international, Far Srigd Mol TURHRED KIREAGTT AMRCSTY  IRCTHHTORG
Publications, 1998}, hal. 76.
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L. Sejarah Penegakan Hukum di Tndonesia Y
.. Situasi dan kondisj penegakan hukum sekarang ini merupakan akibat
iangsungdan _politik hﬁkﬁm__ncga_ra kita yang secara sistematis. telah
' _-ﬁi’éﬁiﬁaté:éi"'__bah_kan'__m_énggkang ruang gerak lembaga hukum kita, Pada
awal masa kemerdekaan, pemerintah_lebih memilih untuk menerapkan
Herziene Indonesisch Reglement (HIR) sebagai hukum acara perdata kita
daripada. Reglement op de Rechisvordering  (Rv), hukum acara yang
berlaku untuk orang atau peradilan Eropa, yang sebenarnya lebih menjamin -
- akses kepada advokat (access 1o legal counsel} dan hak asasi manusia
" pada umumnya. ‘Keputusan  politik’ para’ pemimpin Indonesia ‘yang tidak
tepat ini Kernudian membawa pengaruh yang sangat besar terhadap upaya
_pencapaian - penegakan supremasi - hukum - dan perlindungan hak “asasi
manusia.di Indonesia. Terlebih lagi saat ini banyak peraturan-peraturan
pelaksana ‘yang diciptakan oleh institusi hukum bertentangan satu sama
laindengan HIR “iru sendiri. Sebagai contoh adalah mengenai lembaga
gijzeling “(lembaga sandera) yang diatar dalam HIR ternyata sudah
dihapuskan-oleh” Surat Mahkamah Agung Nomor _492/MK/187/M/65
tanggal 3 Juni 1965% yang kemudian saat ini dihidupkan kembali secara
terbatas untuk urusan pintang negara dengan Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 336/KMK.01/2000 tanggal 18 Agustus 2000%. Hal ini

jelas. menunjukkan ketidakkonsistenan.. program legislasi di Indonesia. -

*:“Secara historis, pelaksanaan penegakan hukum secara inkonsistensi
telah terjadi sejak periode sesudah kemerdekaan dengan sistemn pemerintahan

yang:-terbuka dan liberal (1949-1959). Pada masa Demokrasi Terpimpin
keadaan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia begitu memprihatinkan
di mana Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak
lagi bertanggung jawab kepada DPR sehingga tidak ada akuntabilitas
terhadap kebijaksanaannya. Hal ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan
keb'ija!_(an_—kabijakan_ yang menindas hak-hak asasi warga negara dengan
dalil menyelamatkan revolusi. o Ll :

Demi kepentingan revolusi juga pemerintah mencampuri Kewenangan
badan yudikatif. Pada tahun 1961 Presiden Soekarno pernah memanggil
para hakim untuk briefing agar putusan pengadilan berorientasi kepada
kepentingan politik bukan hukum, sehingga pada waktu ity putusan-
putusan pengadilan lebih banyak memihak kepada kepentingan pemerintah

8. Surat Mahkamah Agung Nomor 492/MK/218/M/63 tanggal 3 leni 1965 perihal Pertimbangan
tentang Pembekuan Peraturan Mengenai Sandera {Gifzeling).

9. Keputusan Menter; ¥epanoan Republik_Indonesia Nomer-336/KMK-0H26000 ST T AT HS

2000 perihal Paksaan Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.
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- dan mengabaikan kepentingan rakyat. Kernudian dikelvarkan Instruksi
Presiden No. 11 Tahun 1963 yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk
: mernbungkam kritik-kritik terhadap pemenntahannya Untuk memper}uas
‘kewenangannya dalam badan yudikatif maka pemerintah menveluari\,,},n
--Undang -undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Poz\ok
‘Kekuasaan Kehakiman yang: memberzkan kekuasaan kepada Presxdm
untuk:mencampuri kewenangan badan yudikatif. Terlebih lagi kunud:an
.:_Ketua Mahkamah Agung, Wirjono Prodjodikoro, bersedia ditunjuk men _;adn
F‘anggota kabinet oleh Presiden Soekarno pada tahun 19064, )

_'Selan_]utnya ketzka Demokrasx Terpampm jatuh dan muncul rqum_
de Baru yang banyak didommasx oleh militer, pemerintah Orde Baru
‘berusaha. untuk memuhhkan kehidupan negara hukum dengan dalih
'penegakan Pancasila dan UUD 1945, termasuk terhadap lembaga peradilan
dengan_ ‘dikeluarkannya' UU No. 14 Tahun 1970 tentang  Ketentuan-
ketenman Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan undang-undang
has:i komproml antara Mahkamah Agung dan militer. Pengakuan terhadap
kekuasaan yudikanf menjadi semakin tidak ada. Pada wmasa inilah Soehar 10
mulai memndas rakyat dengan berbagai cara dan dalih untuk stabil itas
nasmnai -

-Sejak saat itu stabilitas poiml\ dan pertumbuhan ekonomi nasional
dljadlkan sebagai prioritas utama dan pembenaran untuk menindak kelompok
krms dan intelektual. Pembangunan adalah segala-galanya. Hukum di Jadikan
alat rep:’em Dalam sistem hukum yang represif inilah diciptakan:
produi{-produk hukum yang mendukung legitimasi pemerintah,
stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi nasional vang akhirnya
semakm memperbesar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse-

of power)

- Demikian juga dengan hukum yang berlaku saat itu pada umumnyd:
ieblh berpihak kepada kekuasaan dan seringkali diciptakan untuk kepentingan
penguasa. Tidak heran apabila dalam praktek penegakan hukum di-
masyarakat, supremasi hukum (supremacy of law) dan asas persamaan di
hadapan hukum (equality before the law) seringkali dilanggar. Akibatnya
terjadilah diskriminasi dan kekacauan hukum (judicial disarray) dalam .
upaya penegakan hukum di Indonesia.

- Peranan lembaga peradilan yang diharapkan dapat mewujudkan cita-
cita independence of the judiciary belum benar-benar berfungsi karena
masih besarnya intervensi dari pemerintah serta pengaruh dari pihak lain
terhadap keputusan pengadilan yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan
karﬁ:_na penetras) kepentingan politik. ke dalam. sistembukum-kita-sudah
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berlangsung ‘sekian lama dan telah menjadi sumber. korupsi, kolusi dan .
nepotisme (KKN). Apalagi ternyata lembaga peradilan kita tidak mempunyai -

keahlian courr management sehingga terjadi mismanagement dalam sistem

administrasi yudisial(administration of justice), Amburadulnya manajemen .

peradlim Indonesia dapat dilihat misalnya dari tidak ada biaya yang pasti

untuk fnengambzl suagu. putﬁsan pengadilan, Hal inilah yang menjadi
sumbar KKN dan 1tu E;dak pemab dzperimﬂi\an oleh lembaga pemdlian_

I\[ta

daiam berbaoa; Aspek. kehldupdn masyarakat Indonesla Masyarakat Indo-
nesia, ie}ah menganggap bahwa korupal adalah snatu perbuatan yang wajar
d;la&ukaﬁ dalam kehldupdn bEIbIsmS, bermasydmkat dan bernegara.

““Salah ‘satu bentuk:korupsi- yang -telah begitu mendarahdaging di. :
negara kita adalah korupsi-dalam lembaga peradilan atau dikenal dengan ;.
istifah jirdicial corruption Praktek-prakiek judicial corruption ini dilakukan ..
oleh’ para-‘aparat -penegak hukum- itu sendiri ((law enforcement -agencies) ..

dansecara kolektif ‘mereka «dikenal dengan. sebutan mafia. peradilan’!.

D; sampmn ttu penyeien gara negara dalam melaksanakan tugas dan

?unfrsanya belum s,epenuhnya mengumma}\an kepentingan rakyat karena -
masih banyak dijumpai berbag_m penyimpangan dan penyalahgunaan
wewenang, sehingga adanya pemerintahan yang bersih (clean government)

baru* merupakan ‘retorika. Padahal pemerintahan yang mengutamakan

swpremasi hukum dan ‘bersih serta bebas dari KKN merupakan prasyarat .

H). Menurut deklarasi- Jurernarional Bar Association (1BA) pada konaperensi dua tahunan (17-22

September 2000) di Amsterdam, yang dikutip berdasarkan rekomendasi para pakar hokum Cener
For the Independence of Ju(a'gev and Lensvers (CHIL), disimpuikan bahwdﬂrdu ial corruption werjadt’
karenz' tindakan-tindakan yang menyebabkan ketidakmandirian fembaga peradilan dan institusi.

‘hukum (polisi. jaksa, adwpkat dan hakimj. Khususnya kalas hakim atan pengadilan meacart alau

menerima berbagai macam keunlungan atau janji berdasarkan penyalahzunaan kekuasaan kehakiman

atau’ perbuatan lainnya: $eperti: suap. pemalstan, penghilangan data ataw- berkas pengaditan.
perubaban dengan sengaja berkas pengadilan, pemanfaatan kepentingan umum untuk keuntungan
pribact. sikap tunduk kepada campur tangan luar datam memutos perkara karena adanya tekanan.
ancaman, nepotisme, cenflict of interest, favoritisme. kompromi dengan pembels tadvokat).
pertimbangan keliru dalam promosi dan pensiun. prasangke memperiambat proses pengadilan, dan
tunduk kepada kemawan pemerintah dan partat politik.

1

-Menugur. Daniel S. Lev. seorang pengamat potitik hukum Indoresia, mengarkan bakwa yang
dimaksud dengan mafia peradilan adalah sebagai berikut: “The mafiv peradilan iv after il o
working svstem that benefits afl (s participuiis. In some vways. it fuct, for advocates. win otherwise
are excluded from the collegial relationships of judges and prosecutors. it warks vather beiter
and more gfficiently than the formal svsien. Lihat; Pusat Stadi Hukum dan Kebijakan [ndonesia
(PSHK), Advokar Indonesia Mencari Legmmcm. Studi tentung Tunggung Juwab Profesi Hukum

Kompsx bukzm memp&kan hal yang baru di Indonesm SLdedE saidh_n_; _
satu penyaiahgunaan kekuasaan yang. populer,- korupsi -telah menyebar, -

A Tndonegsia, (flakarta; 25070, hal.




yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang .
baik ‘(good governance’).

_II}Z ‘Upaya Pencapaian Supremasi Hukum di Indonesia

_ Mehhat prakiek penegakan hukum yang terjadi selama ini mmpak“
bah_wa peiaku pelaku ekonomi atau kaum intelektual kita miskin atau’
kurang memiliki budaya hukum. Apa yang terjadi dalam praktek penegakan’
hukum di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan budaya hukum Indonesia”
yang masih dipengaruhi oleh kultur budaya Indonesia. Terlebih lagi buddyd
hukum mteiektuai di negara kita masih rendah. i

Salah satu upaya untuk memperba1k1 penegakan hukum di Indonesia™
adalah dengan memperbaiki lembaga/institusi hukum itu send;r:":'
Penyelenggaraan hukum di Indonesia selama ini masih mengalami
kemandegan oleh karena aparat-aparat penegak hukum itu sendiri bekerja
dalam suasana yang koruptif, mental dan integritas yang merosot serta
profesionalisme yang rendah. Selama ini tidak ada pengawasan bagi
mereka -yang bekerja di bidang hukum dalam menjalankan tugasnya.-
Karena itu diperlukan suatu lembaga pengawasan peradilan vang.
independen, imparsial dan jujur (independent, impartial and honest
judiciary) yang dapat mengawasi terus-menerus setiap tindakan-tindakan
koruptif, tidak bermoral dan beretika yang dilakukan oleh para apa.mt_
penegak hukum, seperti polisi, jaksa, advokat dan hakim.

‘Kondisi melemahnya upaya pencapaian supremast hukum juga.
disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum tersebut yang belum
menunjukkan sikap yang profesional dan tidak memiliki integritas dan
moral yang tinggi. Sebagai bagian dari supremasi hukum, kelembagaan
aparat penegak hukum yang belum mandiri menjadi penyebab tidak
berjalannya penegakan hukum yang efektif, konsisten. dan indiskriminatif.
Selain itu, dirasakan oleh masyarakat kalau para aparat penegak hukum
itu sendiri terlalu berpihak pada pemerintah, sehingga masyarakat lebih
memilih jalur hukom yang berlaku dalam masyarakat dibandingkan den giin
jalur penegakan hukum formal yang sebenarnya bertentangan dengan

12, Untuk menjamsin adanya pemerintahan yang bersth (clear goversment) serta pemerintahan yang
batk (good governance). maka pelaksanaan pembabaruan hukum dan penegakan bhukum harus
memenui asas-asas kewajiban prosedural (fafmess). keterbukaan sistem {ransparency. penyingkapan
kineria yang dicapai (disclosure), pertanggungiavwabas publik {accountabiliicy dan dapat diperdii
keveajibeit uniuk peka rerhadap aspivasi masyarakat tresponsibitity y. Dukengan dari penyelenggira
ACgard secarn nyat {ﬁu.’iu’uu' W z’h’j merupakan fakior yang menentukan terlaksananya pembaharacan

hubissn.da o Mm,w Liansiet lane-konsekue e dothoti-n R ok e-blenaii | ESRTRTY

Pumnrmlaimn yang Balk ((mnd' Gavernance)”. Draft Akhir. Biro Hekum IKHND 2000,
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- prmsxp negara hukum. Kondisi tersebut juga dibarengi dengan kurangnya -

.koordmas1 antdra Iembaga pemdllan dengan lembaga-lembaga penegak
hukum lamnya
Karena itu_perlu dilakukan reformasi secara menyeluruh dan total

'dalam bldang hukum, terutama terhadap institusi aparat penegak hukum.
_Yanc d:maksud dengan reformas; dalam bxdang hukum adalah perubahan

dan. pembaharuan total terhadap selumh sistem ‘hukum (legal .svstem) dan -

-.penegakan hukum. (lcm enforcemem) terutama terhadap iembaga-lembaga |
.penegak hukum mengmcrat selama ini merekalah yang sebenarnya sumber"

dan tarut menjada baglan darl terjadmya kekacauan hukum (;ud:cm[_.ﬁ _ 

dzsarmv ) tersebut

_ Dalam rangka reforrnaSI hukum tersebut maka perlu d:la]\ukan
pembenahan terhadap fembaga perddifan dan Iembaoa penegak hukum
lainnya yang membutuhkan perencanaan yang terarah dan terpadu. realistis
dan mencerminkan prlontas dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Dengan
demlkmn daharapkan pula agar lembaga hukum tersebut berdiri secara
mdependen 1mparsaa} dan jujur (mdependenr impartial and  honest
jud:cmrv) Se ain itu, pembenahan ini harus didukung pula oleh peninghkatan
I\uahtas dan. kemampuan Aaparat penegak hukum untuk lebih profesional.
memzilkl 1ntegmtas berkepribadian, bermoral dan beretika yang luhur.
Untuk 1tn kita perlu memperbaiki sistem perekrutan bagi para penegak
hukum, _terutama untuk hakim dap hakim Aagung, promosi jabatan,
mengadakan pendxdxkan hukum lanjutan, pelatihan dan seminar-
seminar, - pembekalan moral dan etika profesi hukum serta
meningkatkan sistem pengawasan secara konsisten.dan terus-menerus.
Selain itu, perhu diadakan pula peningkatan kesejahteraan terhada aparat
penegak hukum. Dengan demikian dapat menciptakan aparat penegak
hukum-'yang berintegritas;'berkua]itas,'profesib'n'al, beretika dan bermoral.

v. Kes:mpulan :

DI da]am negara hukum semua orang dipandang sama dl hadapan
hukum (equahtv before  the law). Dengan demikian, sebagai negara
ber_dasar hukum _(Je_chtsstaar) Indonesia dapat menciptakan kepastian.
ketertiban dan keadilan hukum bagi semua rakyatnya. Tetapi pelaksanaan
hukum di Indonesia belum ditegakkan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan
oleh masih banyaknya kepentingan politik untuk mempertahankan kekuasaan
dan memperjuangkan kepentingannya sendiri dalam pemerintahan. Selain
itn, melemahnya penegakan hukum di Indonesia dikarenakan aparat
penegak hukum seperti polisi, jaksa, advokat, dan hakim yang belum

nenfokkasikap profesional dan tidak mermihik mtegriias serta moral
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'yang tinggi oleh karena selama ini mereka bekerja dalam suasana yang
koruptif, mental dan integritas yang merosot serta profesionalisme yann
rendah.

Oleh Kkarena itu untuk mencapai penegakan supremasi hukum paEu
dilakukan reformasi total dalam bidang hukum, Khususnya terhad&p
"lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga peradilan serta institusi-
- “institusi hukumnya itu sendiri, Dan menurut hemat saya bahwa ada
' :?beberapa ‘hal yang dapat dilakukan oleh masyarakdt LSM-LSM yang ada

dany emerintah untuk memberantas praktek- praktek KKN dalam lembacra
- -:'perddzlan dan” institusi hukum kita, yaitu antara lain:

~  Perbaikan institusi aparat penegak hukum dalam hai sistem rekmtmen
""_"'(seleksz) testing dan persyaratan menjad; apaiat penegak hukum yang
-~ 'baik, mengadakan program pelatihan atau program Continuing Legal
“Education (CLE) secara konsisten dan memberikan pembekalan’ etlkd

g profesn hukum secara bertahap dan terus-menerus sehingga tel’upta
‘aparat penegak hukum yang profesional, adanya kerja sama 'dan
““koordinasi yang solid dan terpadu di antara para aparat pe’né:'s-z'lik

~ " ~hukum serta terc;ptanya institusi-institusi  penegak hukum yano
 “berwibawa. Khusus mengenai badan peradiidn sebagai sentra penwai\‘m
" hukum maka dalam rangka memerangi judicial corruption peziu
“'":“diadakan program peng gantian hakim secata bertahap, yakni antara
“lain dengan menerapkan pensiun d:m para hakim atau melakui\an
“pemecatan Eerhadap hakim 'yang melakukan penyefewengan “dan
*~‘tindak” pidana ‘atan yang membuaf putusan-putusan kontrovesm]
‘Dengan demtkmn dapat’ dlhampkan adanya badan peradilan” yn
‘berwibawa dan bebas KKN.

—'..__'_Periu dlperbalki sistem admmzstra& vudisial (admumnam)n of
Justice) dan manajemen peradilan dengan cara antara lain Iembdgd
peradilan merekrut orang-orang dari disiplin ilmu . lain, misalnya
orang yang memang mempunyai keahlian di bidang manajemen.
"komputer data processing, psikologi dan sebagainya. Jadi sudah

 waktunya pengadilan memperbaiki manajemennya karena salah Satu
- alasan sistem hukum tidak jalan adalah akibat manajemen penmd:}an
'yang kurang baik.

— Perlu dukungan dan peranserta masyarakat luas (public mppon}
- terhadap pemberantasan setiap praktek-praktek korupsi (KKN). Oleh
karena itu diperlukan diseminasi program Gerakan Nasional Anti
Korupsi secara terus-menerus dan disosialisasikan sejak dini kepada

-masyararat-sehingga-masyarakat tahudan rewaspadai-balvayrkorapst
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--dan densaﬂ berani melawan mengadu meidpori\an prakiek-praktek
korupsi -yang dilakukan oleh para aparat “penegak hukum serty
menolak atau jangan larut terlibat dalam suap, pungli dan sebagainya.

~Mendidik masyarakat agar menyadari bahwa korupsi merupakan
_perbuatan yang | merendahkan harkat dan martabat manusia (humean
digniry) Indonesia serta menmptakan corrupt or inefficient govesr. -
nance, sehingga bangsa Indonesia tidak: bisa berdiri sejajar dengan
:-bangﬁ&bangsa Lun ‘bangsa “Indonesia-menjadi bangsa yang t:dd}\_'
'mfmdm manajemc,n pemermmh me"ljd{it tidak efisien dan tidak -

_'_'efeixtlf IT}EH_}ﬂdl bangsa yang: tidak: produktif kehidupan tnnisvarakat_i_-':-"

menjadl tidak tenteram karena:masyarakat; harus menanggung pajak -

~lyang ! tinggi, mengakibatkan defisit APBN yang harus d;tump dengan-
cara menaikkan pajak, menaikkan harga BBM, tarif listrik. bea
masuk, tol, biaya angkutan, dan lamn-ldin: Apabila' masyarakat tidak

udididik dan diberi kesadaran akan bahaya korupsi maka masyarakat

akan tetap beranggapan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan vang
cwajar dan pada akhirnya rmasyarakat akan menghalalkan segala cara
untak mc,nccipzu ltgud[lnyd
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